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KEPUTUSAN

' KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR: Din. Pend. 420 / 105 /11/2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KABUPATEN MANGGARAI

a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi

Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Pembinaan PAUD
dan Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan program PAUD
dan PKBM yang berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA),
Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan
Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B Paket C,
Program Kecakapan Hidup, Taman Bacaan Masyarakat,
Program Keaksaraan.

. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya

Satuan Lembaga PAUD Formal, Nonformal dan Lembaga PKBM
perlu  memberikan Surat Keputusan Izin Operasional
Penyelenggarannya dari Pemerintah;

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
165595);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979

tentang Kescjahteraan Anak;

. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SLstcm
Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

Peraturan Pememerintah No. 73 Tahun 1991 tentang
Pendidikan Luar Sekolah;
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Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Otonom Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan,;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Nonformal;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional
Pendidikan Anak Usia Dinj;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013
Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunujuk Teknis
Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

Surat permohonan dari Pengelola / Kepala Paud Copu Cerdas
Desa Wae Codi Kecamatan Cibal Barat , perihal: Permohonan

Izin Operasional PAUD .

MEMUTUSKAN:

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : PAUD Copu Cerdas
Alamat : Copu

Desa : Wae Codi
Kecamatan : Cibal Barat
Penegelola : Aleksius Beson

Tugas dan Kewajiban Pengelola / Kepala Satuan Lembaga PAUD
dan PKBM sebagai berikut:

. Bertugas menyelenggarakan program PAUD dan PKBM untuk
memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini dan
pendidikan nonformal.

. Dalam menyelenggarakan kegiatan pada Lembaga Satuan PAUD
dan PKBM wajib menaati segala ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku.
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3. Wajib mengirimkan laporan scsuai ketentuan Penyclenggaraan
Satuan PAUD dan PKBM;

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini, akan diadakan  perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditectapkan di  : Ruteng
pada tanggal : 15 Februari 2018
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